SALINAN

PUTUSAN
Perkara Nomor: 10/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesigselanjutnya disebut

Komisi) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Basgglat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PrakteRopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disdbndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang

dilakukan oleh: -------=-mmm e

Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketing atau disingkatASATIN , berkedudukan di
Jalan Pejanggik No. 24 Cakranegera, Mataram, Nasgdara Barat; --------------

Terlapor Il, PT Alam Multi Nasional , berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor

Terlapor Ill, PT A&T Holidays , berkedudukan di Jalan Gelatik Nomor 7D
Cakranegara, Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----------------------=-=-m-memeoex
Terlapor 1V, PT Bidy Tour, berkedudukan di Jalan Ragigenep Nomor 17,
Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat; ----------------=-=-=-=-=-mmomecmmeeo-
Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa, berkedudukan di Jalan Jayengrana

Terlapor VII, PT Jasa Wisata, berkedudukan di Jalan Panca Usaha Blok A12

Cilinaya, Lombok, Nusa Tenggara Barat; -------——--=-=-=-=------m-mmmmmmemeeee
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8. Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata , berkedudukan di JIl. Panca Usaha
No. 28C, Mataram — Nusa Tenggara Barat; ----———----------=----mm-mcmeeee-

9. Terlapor IX, PT Luana Jaya, berkedudukan di JI. Catur Warga No. 7,
Cakranegara Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----------------------=-m-mmemeoem

10. Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, berkedudukan di Jl. Prapatan

No. 32, Kwitang, Jakarta Pusat; ------------=-==mmmmm oo
11. Terlapor XlI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, berkedudukan di Jalan Langko
Nomor 36 Mataram, Nusa Tenggara Barat; -----———-------======-mmmmmmmmmeee

12. Terlapor Xll, CV Global Enterpreneur, berkedudukan di Jalan Rajawali

Majelis KOMISH :----m-mmmmmmm e oo oo

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumam gedrkara ini; -------------------

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahtiit

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjdtafs-------------=-=====-==--=-----

Setelah membaca Tanggapan/Pembelaan/Pendapatoferiap

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selgajdisebutBAP” );----------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima laporan meaigadanya dugaan
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yasrfaiban dengan
pengaturan tata niaga tiket pada maskapai penabdngn Air dan Wings Air di
Propinsi Nusa Tenggara Barat------------=-=-=-m-mmmmm oo

2.  Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan peneliian klarifikasi, laporan

dinyatakan lengkap dan jelas; -=-=-=-=======mmmmmmm e



10.

11.
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Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jefasbut, Rapat Komisi
tanggal 14 April 2009 menindaklanjuti dan menetaplegoran tersebut ke tahap
Pemeriksaan Pendahuluan; ------------=-=--- - —— e
Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan eRBgan Nomor
38/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 15 April 2009 untuk atlelkan Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 terhitsgjgk tanggal 15 April
2009 sampai dengan 27 Mei 20@%e bukti Al); -----------=-==-mmmmmmmmm oo
Menimbang bahwa untuk melaksanakan PemeriksaaraRelugn, Ketua Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor 105/KEP/KPPU/IV/2008gtal 15 April 2009
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim PksaeRendahuluan dalam
Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 10/KPPU-2/@@fe bukti A2); -----
Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif nmbitlean Surat Tugas
Direktur Eksekutif Nomor 279/SET/DE/ST/IV/2009 tayad 15 April 2009 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Time?Pi&ksa Pendahuluan
dalam Pemeriksaan Pendahuluaidg bukti A3);------------=--=-=mmmmmmmmmmmmm o
Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, THemeriksa
Pendahuluan telah mendengar keterangan dari paiapde (ide bukti B1, B2,
B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, 10, B11, B12);-----——-----mmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeee
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Rainda, Tim Pemeriksa
Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang ctéthpdap pelanggaran
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198@e(pukti A28);---------------------
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan PemeriksaataP@nan tersebut, Tim
Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Ridpatisi agar
pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lamjuide bukti A29); ---------
Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim PeradPiésdahuluan tersebut,
Komisi  menyetujui dan menerbitkan  Penetapan  Komisiomor
62/KPPU/PEN/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang R&é®&an Lanjutan
Perkara Nomor 10/KPPU-L/2009, terhitung sejak tahd@f Mei 2009 sampai
dengan 21 Agustus 2009ide bukti A30); ------==-====mmmmmmm oo
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan utiaan) Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor 131/KPPU/KEP/V/2009ggah 28 Mei 2009



12.

13.

14.

15.

16.

17.
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tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pksaerianjutan dalam
Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/20@ pukti A31); ---------
Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif nmbilean Surat Tugas
Direktur Eksekutif Nomor 465/SET/DE/ST/V/2009 taay@8 Mei 2009 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Timd?P&sa Lanjutan dalam
Pemeriksaan Lanjutanifle bukti A32); --------=-mmmmm oo

Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Nomor

70/KPPU/PEN/VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentangy®suaian Jangka Waktu
Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di K@RY§ menetapkan
bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara oNat/KPPU-L/2009
yang semula adalah 28 Mei 2009 sampai dengan 25tAg)2009 disesuaikan
menjadi 14 Mei 2009 sampai dengan 24 Agustus 2@d® lpukti A61); -----------
Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah mepgaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Pendahuluan kepada para Terlajua {ukti A33, A34, A35, A36,
A37, A38, A39, A40, Adl, Ad2, A43, Ad4); -mmme e
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan taanfeerkara 10/KPPU-
L/2009, Tim Pemeriksa Lanjutan menilai perlu dilkkn Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan, maka Komisi menerbitkan Kegart Komisi No.
202/KPPU/KEP/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 &g Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 10/KPPU-L/2@0Bitung sejak tanggal
25 Agustus 2009 sampai dengan 09 Oktober 2@d@ bukti A82);-----------------
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangareriksamn Lanjutan,
Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 203/KPPU/KEPI&ZD09 tanggal 25
Agustus 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi aebaéign Pemeriksa
Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan LanjutakaieNomor 10/KPPU-
L/2009 (ide bukti AB3); ---m-mmmmmmmm oo
Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal reeiat Komisi
menerbitkan Surat Tugas Nomor 864/SJ/ST/VIII/20@8gbal 25 Agustus 2009
yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membaimtu Hemeriksa Lanjutan
dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutatepukti A84); ------------=--=-m=nmm---



18.

19.

20.

21.
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Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan danapgmgannya, Tim
Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangampdeaiTerlapor dan para Saksi
(B13, B14, B16, B17, B18, B19, B20, B21, B22, BB24, B25, B26, B27, B28,
B29, B30, B31, B32, B34, B35, B36, B37, B38, B340BB41, B42); -------------
Menimbang bahwa identitas serta keterangan padapiberdan para Saksi telah
dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannyaditandatangani oleh para

Terlapor dan para Saksi; -------=========mmsm e

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan efarriRsaan Lanjutan,
Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, merdditi menilai sejumlah surat
dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yaetalt diperoleh selama

pemeriksaan dan penyelidikan; ----------=-===-mmmmmemm oo

Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan taanjdim Pemeriksa
Lanjutan membuat Laporan Pemeriksaan Lanjutan ymta pokoknya berisi
(Vide bUKti A9Q8): —--mmmmm e m e
21.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;------------=-=-=-=-mmmmemmmmm oo
21.1.1. ldentitas Terlapor; --------=-mmmmmm oo
21.1.1.1. Terlapor I, Asosiasi Agen Ticketingatau disingkat
ASATIN, merupakan perkumpulan dari para pelaku
usaha yaitu agen tiket pesawat di Nusa Tenggara
Barat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris
Nomor 11 Tanggal 14 Maret 2006 yang dibuat oleh
Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram;-------—--
21.1.1.2. Terlapor Il, PT Alam Multi Nasional , pelaku
usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan
dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 11
Tanggal 25 November 2005 yang dibuat oleh
Notaris Ahsan Ramali, S.H. di Mataram dan

melakukan kegiatan usaha dibidang pariwisata; -----



21.1.1.3.

21.1.1.4.

21.1.1.5.

21.1.1.6.

SALINAN

Terlapor Ill, PT A&T Holidays , pelaku usaha
berbadan hukum yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,
berupa suatu perseroan terbatas yang memiliki
kegiatan usaha di bidang jasa perjalanan wisata; --
Terlapor IV, PT Bidy Tour, pelaku usaha berbadan
hukum vyang didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia berupa
suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan Akte
Pendirian Perusahaan yang diubah beberapa kali
dengan perubahan terakhir Akte Nomor 77 Tanggal
29 September 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra
Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H. di
Mataram dan melakukan kegiatan usaha di bidang
biro perjalanan umurtdur & travel, -------------------
Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nusa , pelaku
usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,
berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan
dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah
beberapa kali dengan perubahan terakhir Akte
Nomor 48 Tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat
oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam
Setiadji, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan
usaha di bidang biro perjalanan wisata; ----——
Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusg pelaku
usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,
berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan
dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah

dengan perubahan terakhir Akte Nomor 01 Tanggal



21.1.1.7.

21.1.1.8.

21.1.1.9.
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1 Mei 2006 yang dibuat oleh Notaris Ahsan Ramali,
S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di

bidang pariwisata; ---------------=-=--=-mmmmse— -
Terlapor VII, PT Jasa Wisata, pelaku usaha
berbadan hukum yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,
berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan
dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah
dengan perubahan terakhir Akte Nomor 02 Tanggal
11 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris
Indrawati, S.H. di Kabupaten Daerah Tingkat Il
Lombok Barat di Gerung dan melakukan kegiatan
usaha di bidang biro perjalanan wisata; ----- e
Terlapor VI, PT Lombok Karya Wisata , pelaku
usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,
berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan
dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah
dengan perubahan terakhir Akte Nomor 19 Tanggal
14 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Ahsan
Ramali, S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan
usaha di bidang jasa pariwisata;--------------——-
Terlapor IX, PT Luana Jaya, pelaku usaha
berbadan hukum yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,
berupa suatu perseroan terbatas yang didirikan
dengan Akte Pendirian Perusahaan yang diubah
dengan perubahan terakhir Akte Nomor 02 Tanggal
8 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Abdullah,
S.H. di Mataram dan melakukan kegiatan usaha di

bidang biro pariwisata; ------------------------—-----



21.1.2.

21.1.3.

21.1.1.10.

21.1.1.11.

21.1.1.12.

Pasar Bersangkutan;
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Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi,
pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas
dan melakukan kegiatan usaha salah satunya di
bidang penjualan tiket pesawat; --------------——-
Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlang Asri,
pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas
yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan
yang diubah dengan perubahan terakhir Akte Nomor
118 Tanggal 24 September 2008 yang dibuat oleh
Notaris Fikry Said, S.H. di Mataram dan melakukan
kegiatan usaha di bidang biro perjalanan wisata;--
Terlapor Xll, CV Global Enterpreneur , pelaku
usaha yang didirikkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia, berupa
suatu badan usaha persekutuan komanditer dan

melakukan kegiatan usaha diantaranya menjual tiket

PESAWAL, ----nnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm oo

Bahwa pasar bersangkutan atalevantmarketdalam perkara

ini adalah

jasa penjualan tiket pesawat melalunagest/agen

perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat; --------------------

Struktur Pasar; ---------=-=m-mmm oo

21.1.3.1.

Bahwa terdapat 39 (tiga puluh sembilan) pelaku
usaha penjual tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat
tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan
Indonesia atatAssociation of the Indonesia Tours
and Travel Agencie@SITA);
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21.1.3.2. Bahwa dari 39 (tiga puluh sembilan) pelaku usaha

yang menjalankan kegiatan usaha jasa penjualan

tiket pesawat,
anggota ASATIN;

11 (sebelas) diantaranya adalah

21.1.3.3. Bahwa tidak semua pelaku usaha penjual tiket
pesawat sebagaimana diuraikan pada butir di atas
merupakan agen dari perusahaan penerbangan; ------
21.1.3.4. Bahwa perbandingan penjualan tiket Garuda
Indonesia melalui agen yang tergabung dalam
ASATIN dengan Non ASATIN pada tahun 2007,
2008, dan 2009 adalah sebagai berikut; ------------
2007 2008 s/d Juni 2009
Ket i i i
eterangan Total Penjualan % Total Penjualan % Total Penjualan %
(Rp) (Rp) (Rp)
ASATIN 29.793.812.102| 77,76 37.831.795.682 71,60 .804012.561] 73,6p
Non ASATIN 8.520.856.199] 22,24  15.005.435.519 2§,406.736.953.802] 26,3
Total 38.314.668.301 100  52.837.231.201 100 25%B®363 104
21.1.3.5. Bahwa perbandingan penjualan tiket Batavia Air
melalui agen yang tergabung dalam ASATIN
dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan
2009 adalah sebagai berikut: -----------------——-
2007 2008 s/d Juni 2009
Ket i i i
eterangan Total Penjualan % Total Penjualan % Total Penjualan %
(Rp) (Rp) (Rp)
ASATIN 10.791.245.000 69  16.668.584.500 68 6.555.830 63
Non ASATIN 4.907.962.750 31 7.763.769.000 32 3.9712.500 37
Total 15.699.207.750 100  24.432.353.500 100  109BY.500 104
21.1.3.6. Bahwa perbandingan penjualan tiket Lion Air
melalui agen yang tergabung dalam ASATIN
dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan
2009 adalah sebagai berikut: -----------------——-
Keterangan 2007 | 2008 | s/d Juni 2009 |
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Total Penjualan % Total Penjualan % Total Penjualan %
(Rp) (Rp) (Rp)
ASATIN 530.276.186 89  18.241.579.136 81  49.230032. 75
Non ASATIN 95.495.834 15 4.388.551.485 19 16.562.000 25
Total 625.772.020 100  22.630.130.621 100  65.793@@MB| 100
21.1.3.7. Bahwa perbandingan penjualan tiket Merpati
melalui agen yang tergabung dalam ASATIN
dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan
2009 adalah sebagai berikut: -----------------——-
2007 2008 s/d April 2009
Keterangan i i i
g Total Penjualan % Total Penjualan % Total Penjualan %
(Rp) (Rp) (Rp)
ASATIN 10.672.952.254 73 9.333.405.511 72 1.756.998 69
Non ASATIN 4.039.472.879 27 3.543.487.669 28 774506 31
Total 14.712.472.879 100  12.876.893.180 100 2.9W.01 100
21.1.3.8. Bahwa perbandingan penjualan tiket Trigana Air
melalui agen yang tergabung dalam ASATIN
dengan Non ASATIN pada tahun 2007, 2008, dan
2009 adalah sebagai berikut: -----------------——-
2007 2008 s/d Juni 2009
Keterangan i i i
g Total Penjualan % Total Penjualan % Total Penjualan %
(Rp) (Rp) (Rp)
ASATIN 176.001.446 63  11.556.419.444 71 6.116.330.0 75
Non ASATIN 105.536.650 37 4.628.238.432 29 2.090.560 25
Total 281.538.096 100  16.184.657.876 100 8.207806+| 100

21.1.4. Tentang Keagenan;
21.1.4.1.

21.1.4.2.

Bahwa pengangkatan suatu pihak/pelaku usaha

menjadi agen suatu maskapai penerbangan

sepenuhnya adalah  kewenangan  maskapai

penerbangan yang bersangkutan;

Bahwa sebelum menjadi

agen suatu maskapai
penerbangan tertentu, suatu pihak/pelaku usaha yang

10




21.1.4.3.

21.1.4.4.

21.1.4.5.

21.1.4.6.
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berminat menjadi agen terlebih dahulu harus

Bahwa setelah mencapai tingkat penjualan tertentu,

maskapai akan mengangkat/menunjuk menjadi agen

setelah melalui suatu evaluasi; -
Bahwa dalam penjualan tiket juga terdapat sub agen,
yaitu pelaku usaha perorangan atau badan
usaha/hukum yang membeli tiket bukan untuk
kepentingannya melainkan untuk pihak ketiga atau
konsumen akhir; --------=-=--m-mmmmm oo
Bahwa satu pelaku usaha dapat menjadi agen dari
beberapa maskapai penerbangan sekaigus;---—------
Bahwa setiap sub agen yang menjalankan usaha di
Nusa Tenggara juga tidak memiliki ikatan khusus
dengan salah satu agen dalam mendapatkan maupun

menjual tiket pesawat; ---------------------m-m-mmm---

21.1.5. Tentang ASATIN; --m--mmmmmmm oo e

21.1.5.1.

21.1.5.2.

21.1.5.3.

Bahwa ASATIN didirikan pada tahun 2004 oleh
para agen penjualan tiket pesawat yang berdomisili
di Mataram yide bukti B1);
Bahwa anggota ASATIN adalah PT Alam Multi
Nasional, PT A&T Holidays, PT Bidy Tour, PT
Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady Angkasa Nusa,
PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya Wisata, PT

Luana Jaya, PT Satriavi cabang Mataram, PT Sindo

Surya Cemerlang Asri dan CV Global Enterpreneur
yang juga merupakan anggota ASITA Mataram
(videbukti B1);
Bahwa pada awal berdirinya ASATIN memiliki 13

(tiga belas) anggota tetapi saat ini hanya ada 11

11



21.1.5.4.

21.1.5.5.

21.1.5.6.

21.1.5.7.

21.1.5.8.

21.1.5.9.

21.1.5.10.
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(sebelas) anggota, sedangkan yang aktif sekarang
hanya 8 (delapan) anggota; -

Bahwa para agen tiket pesawat anggota ASATIN
menjalankan usaha dengan menjual tiket pesawat
kepada konsumen akhir maupun kepada pelaku
usaha perorangan atau badan usaha/hukum yang
membeli tiket bukan untuk kepentingannya

melainkan untuk pihak ketiga (atau disebut sub

AQEN); = m e
Bahwa para anggota ASATIN pada umumnya
adalah agen dari maskapai penerbangan seperti
Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Lion
Air/Wings Air, Batavia Air, Indonesia Air Transport
atau Trigana Air; --------==-=-mm-mmmmm oo

Bahwa tidak ada pembatasan atau syarat khusus
untuk menjadi anggota ASATIN Mataranvide
bukti B1);-------=-mmmmmmm e
Bahwa ASATIN tidak pernah membuat perjanjian
apapun dengan maskapai penerbangan Mataram
(videbukti B1)
Bahwa berdirinya ASATIN disebabkan karena
ketidakpusan para agen penjualan tiket serta tidak

berfungsinya ASITA dalam menyelesaikan setiap

permasalahan dalam permasalahan penjualan tiket
yang ada\ide bukti B1);
Bahwa ASATIN juga digunakan sebagai wadah oleh

para anggotanya untuk saling berbagi pengalaman
dan informasi serta mencari solusi untuk setiap
masalah yang dihadapiide bukti B1); ---------------

Bahwa informasi dan permasalahan yang dibahas

dalam ASATIN diantaranya adalah: ------------------

12
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21.1.5.10.1. Penentuan besaran komisi yang
diberikan oleh agen kepada sub agen

atau pihak lain yang disetarakan

dengan sub agen;
21.1.5.10.2. Keberadaan sub agen yang suka
menunda pembayarannya atau

berhutang;

21.1.5.10.3. Staf-staf agen tiket pesawat yang
memiliki kinerja buruk dan suka
berpindah-pindah tempat bekerja; -----
21.1.5.10.4. Memfasilitasi peningkatan sumber
daya manusia melalui  bentuk

pelatihan; ------------------—-m-o e

21.1.6. Tentang Kesepakatan Besaran Komisi; -------------==--=------

21.1.6.1. Bahwa para Terlapor mendapatkan sejumlah komisi

dari maskapai penerbangan untuk setiap tiket

pesawat yang berhasil dijual;

21.1.6.2. Bahwa besaran komisi yang diterima oleh para

Terlapor dari maskapai penerbangan berbeda-beda

sebagaimana diuraikan sebagai berikut: ------—--

Tabel besaran komisi dari maskapai penerbangan

Besaran Komisi dari
No Maskapai Penerbangan Maskapai
Penerbangan

1. | Garuda Indonesia 5%

2. | Merpati Nusantara 7%

3. | Lion Air/ Wings Air +-7 %

4. | Batavia Air 7%

5. | Indonesia Air Transport 7%

6. | Trigana Air 7%
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21.1.6.3.

21.1.6.4.

21.1.6.5.

21.1.6.6.

21.1.6.7.

SALINAN

Bahwa besaran komisi yang diterima oleh agen
penjualan tiket pesawat sebagaimana diuraikan pada
tabel di atas, diperhitungkan déasic farebukan

dari harga jual akhir; --------=-=--==-mm e
Bahwa para Terlapor dalam memasarkan/menjual
tiket pesawat dari maskapai penerbangan yang
diageninya terkadang dilakukan melalui pihak ketiga

yaitu sub agen;-------==========mmmmmmm o

Bahwa atas transaksi penjualan tiket yang dilakukan
sub agen, maka para Terlapor memberikan komisi
dengan besaran tertentu kepada sub agen tersebut; -
Bahwa sebelum ASATIN terbentuk, besaran komisi
yang dibayarkan oleh para Terlapor kepada sub agen
sangat bervariasi dan di antara agen tiket pesawat
saling bersaing untuk memberikan komisi yang
sebesar-besarnya kepada sub agen. Hal ini dilakukan
untuk mencapai target penjualan tiket oleh agen; --
Bahwa atas jasa penjualan tiket pesawat oleh para
sub agen, para Terlapor anggota ASATIN membuat
kesepakatan tertulis untuk memberikan komisi

kepada sub agen sebagai berikut: ------------ —

Tabel besaran komisi dari agen kepada sub agen

Besaran Komisi dari
No Maskapai Penerbangan Agen kepada Sub
Agen
1. | Garuda Indonesia 2%
2. | Merpati Nusantara 3%
3. | Lion Air/ Wings Air 3%
4. | Batavia Air 3%
5. | Indonesia Air Transport 3 %
6. | Trigana Air 3%
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21.2.

21.1.7.

Analisis;

21.1.6.8.

21.1.6.9.

SALINAN

Bahwa hingga jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan
selesai, kesepakatan tersebut belum dibatalkan dan
para Terlapor masih memberikan komisi kepada sub
agen dengan besaran sebagaimana tercantum dalam

tabel di atas; -------======= == m e

Bahwa secara tertulis, apabila ada anggota ASATIN
yang melanggar kesepakatan tersebut akan
dikenakan sanksi, namun hingga jangka waktu
Pemeriksaan Lanjutan selesai, belum pernah ada
satupun sanksi yang dijatuhkan oleh ASATIN; ------

Fakta Lain; ~--~=---~=-r=—m==r=mm=memmeme oo

21.1.7.1.

21.1.7.2.

Bahwa  keikutsertaan PT  Satriavi  dalam
kesepakatan-kesepakatan ASATIN dilakukan tanpa
persetujuan dan sepengetahuan Direksi PT Satriavi,
meskipun pada akhirnya pihak Direksi mengetahui
kesepakatan tersebut pada saat proses pemeriksaan
berlangsungvide bukti B10);
Bahwa pihak yang mewakili PT Satriavi dalam

kesepakatan ini berstatus karyawan yang dipercaya
untuk mengurus kantor di Mataram tanpa ada

penunjukkan secara jelagde bukti B10); -----------

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pesagnik Tim

Pemeriksa menilai beberapa hal sebagai berikeq:------------------------

21.2.1. Agen Tiket Pesawat Anggota ASATIN Merupakan Pesaing

Satu Sama Lain; ------==-m-mmm oo

21.2.1.1.

Bahwa PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays,
PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady
Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya
Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi Cabang
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21.2.2.

21.2.1.2.

21.2.1.3.

SALINAN

Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV
Global Enterpreneur merupakan anggota ASATIN; -
Bahwa PT Alam Multi Nasional, PT A&T Holidays,
PT Bidy Tour, PT Citra Mulia Antar Nusa, PT Gady
Angkasa Nusa, PT Jasa Wisata, PT Lombok Karya
Wisata, PT Luana Jaya, PT Satriavi cabang
Mataram, PT Sindo Surya Cemerlang Asri dan CV
Global Enterpreneur bergerak pada bidang yang
sama yaitu pelaku usaha di bidang penjualan tiket
pesawat yang menjalankan usahanya di Nusa

Tenggara Barat; --------------=====mmmmmm oo

Bahwa dengan demikian para pelaku usaha tersebut

di atas merupakan pesaing satu sama lain dalam

Kesepakatan Besaran Komisi dari Agen Tiket Pesawat
Anggota ASATIN Kepada Sub Agen; -------------------mm-m---

21.2.2.1.

21.2.2.2.

21.2.2.3.

21.2.2.4.

Bahwa sub agen akan mendapatkan komisi dari agen
tiket pesawat untuk setiap transaksi penjualan;tike
Bahwa besaran komisi yang dibayarkan oleh agen
tiket pesawat anggota ASATIN kepada sub agen
telah disepakati besarannya diantara anggota
ASATIN. Kesepakatan tersebut mencakup untuk
semua komisi seluruh maskapai penerbangan yang
melayani rute ke Nusa Tenggara Barat;--------—---
Bahwa para Terlapor mematuhi kesepakatan besaran
komisi yang diberikan kepada para sub agen; —-----
Bahwa dengan menyepakati komisi yang diberikan
kepada sub agen, para agen yang tergabung dalam
ASATIN tidak lagi mendapatkan insentif untuk
berinovasi dalam menjual tiket melalui sub agen.

Para agen yang tergabung dalam ASATIN juga telah
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22.

23.

24.

25.

SALINAN

menghambat potensi pendapatan yang dapat
diterima sub agen dengan membatasi besaran komisi

untuk sub agen; --------=-mmmrm s

21.2.2.5. Bahwa kesepakatan komisi yang dilakukan oleh para
anggota ASATIN telah menghilangkan unsur
persaingan dalam bidang perdagangan tiket pesawat;
21.2.2.6. Bahwa kesepakatan komigfee) yang dilakukan
para anggota ASATIN merupakan pelanggaran Pasal
5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; --
21.3.  Kesimpulan; --=--m-mmmmm oo e e
Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang rolgle selama
Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menyimpulkedapat bukti kuat
terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Ndndahun 1999
dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusag@ara Barat yang
dilakukan antara lain dengan cara adanya kesepakat@ntara anggota
ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepadeagen;-------------
Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah mepgaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksan&{dang Majelis Komisi;
Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkaneRgran Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 122/KPPU/PEN/X/2009 tan@@alOktober 2009
tentang Penetapan Sidang Majelis Komisi Perkara dMotrO/KPPU-L/2009
terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2009 sampai @eri@® November 200%ifle
PUKLT A9 mmmmmm oo
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majel@miki, Komisi
menerbitkan Keputusan Nomor 228/KPPU/KEP/X/2009¢ah 08 Oktober 2009
tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelmi&ialalam Sidang Majelis
Komisi Perkara Nomor 10/KPPU-L/2008@de bukti A100);
Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal reeiat Komisi
menerbitkan Surat Tugas Nomor 1005/SJ/ST/X/2009dan08 Oktober 2009
yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membangjelld Komisi dalam
Sidang Majelis KomisiVide bukti A101); -------=-=-=mmmmmmmmmm oo
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SALINAN

26. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 Maj&lomisi telah
menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepadaTwalapor yide bukti
A103, A104, A105, A106, A107, A108, A109, A110, AI11A112, A113, Al114);

27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padggal 30 Oktober 2009,
Terlapor 1l, PT Alam Multi Nasional; Terlapor IIRT A&T Holidays; Terlapor
IV, PT Bidy Tour; Terlapor V, PT Citra Mulia Ant&usa; Terlapor VI, PT Gady
Angkasa Nusa; Terlapor VI, PT Jasa Wisata; Terdpgo PT Luana Jaya; dan
Terlapor XlIl, CV Global Enterpreneur, menyampaikdaanggapan atau
pembelaananya secara tertulis kepada Majelis Kotarsiadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan yang menyatakan hal-hal sebd@ey&kut (vide bukti
N I )
27.1. Bahwa poin yang menyatakan ASATIN diduga melandemsal 5 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan adkastal komisi

tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilaku@ara lain dengan
cara kesepakatan besaran komisi dari agen kepadagsem adalah tidak
benar; karena terjadi kekaburaobgcuurlibel) dalam mengkualifikasi
pelanggaran hukum sebagaimana terlihat dalam pbd&dgelis Komisi
yang menyatakan bahwa Terlapor telah melanggantkete Pasal 5 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Lamangraktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidakgaten tentang
Kartel sebagaimana dipersangkakan; ----------———--=--=-mmsmmmmmmemev
27.2. Bahwa ASATIN secara yuridikal tidak dapat dikudii#fsi sebagai kartel
karena secara teorotik tidak memenuhi unsur-unadelksebagaimana
dikemukakan oleh Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SMH., MM. dalam

bukunya “Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasakkndang-

27.2.1. Adanya suatu perjanjian; -------=-============m-mmmnmmmememeeo
27.2.2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usakaipg; -----
27.2.3. Bertujuan untuk mempengaruhi harga;--------------------------
27.2.4. Tindakan mempengaruhi harga dilakukan dengan jalan

mengatur produksi atau pemasaran barang dan attejentu;
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28.

27.3.

27.4.

SALINAN

27.2.5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinyaktisr
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -——---------
Perlu dijelaskan bahwa pada ASATIN memang terdegiattertib yang
mengatur berbagai perilaku anggota tetapi tidakatdagikualifikasi
sebagai sebuah perjanjian dan apalagi dikualifidasiatau dikonstruksi
sebagai indikasi keberadaan kartel. Dan sebagaimdijelaskan
sebelumnya bahwa tujuan utama pendirian ASATIN s&meata untuk
kegiatan sosial dan pendidikan sehingga tidak aéatasi pada bisnis; --
Bahwa pendekatan teoritikal dalam mengkualifikasbungan hukum
antara Agen dan Sub-agen seharusnya diintepratasidam kesatuan
struktur organisasi usaha sehingga secara yurigikaiberian besaran
komisi tidak dapat dikualifikasi sebagai “penetapanga atas barang dan
atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen/pelahgggbagaimana
dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Ndmbahun 1999,
tetapi merupakan hak mutlak Agen yang diperolehi garusahaan

penerbangan kemudian disisihkan sebagian untukikiimekepada Sub

Bahwa besarnya komisi yang diberikan Agen kepada Ajen dengan
pertimbangan ekonomis yaitu biayswerheadyang harus dikeluarkan
oleh Agen untuk biaya operasional perusahaan, p&glntungan dan
lainnya sudah sangat minim sekali, sedangkan bag@nisi yang
diterima Sub Agen adalah insentif untuk meningkatkiaerja; ------------

Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pad@dgal 30 Oktober 2009,

Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, y@npaikan tanggapan secara

tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan mBeksaan Lanjutan yang

menyatakan hal-hal sebagai berikwité bukti A128):

28.1.

Bahwa berdasarkan struktur pasar yang ada, ter@&faelaku usaha
penjual tiket Pesawat di Nusa Tenggara Barat (NTEmun yang
tergabung dalam ASATIN hanyalah 11 pelaku usahaa#lihhingga saat
ini adalah 8 (delapan) anggota; --------=-=-=-———-=====mmmmmmm o mmeeee
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29.

30.

SALINAN

28.2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam perjanjian @gaet harga hanya
berlaku bagi Anggota ASATIN, yang notabene bularpalaku usaha
yang mayoritas jumlahnya karena memiliki 11(sef)elanggota dan
sebaliknya ketentuan tersebut tidak berlaku batpkpeusaha lainnya
diluar Anggota ASATIN, yang dalam hal ini memilikimlah mayoritas;

28.3. Bahwa ASATIN tidak melakukan usaha-usaha yang daeatpengaruhi
atau memaksa Pelaku Usaha lainnya untuk tundukntielaksanakan
ketentuan dalam perjanjian penetapan harga, dekgtn lain pelaku
usaha lain diluar Anggota ASATIN bebas menentukamisi yang
mereka berikan kepada Sub Agen; --------=--=-mmrm e

28.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas beluduke bahwa
Perjanjian Penetapan Harga yang dibuat ASATIN tetanyebabkan

terjadinya praktek monopoli dan praktek usaha ttiddk sehat karena
ASATIN hanya memiliki 11(sebelas) anggota sedangkarar ASATIN
masih terdapat 28 (dua puluh delapan) pelaku udaimmya, oleh
karenanya dengan pelanggaran Pasal 5 Undang-UmNtamgr 5 Tahun
1999 belumlah terbukti; ----------=--=-=~==-m oo
Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada@gal 30 Oktober 2009,

Terlapor VIII, PT Lombok Karya Wisata, menyampaikanggapan secara lisan
kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Peksaan Lanjutan yang pada
pokoknya menyatakan kesepakatan secara global mgakpengaruhi agen-agen
yang ada di Lombok dan tidak melakukan kartel aengaingan usaha yang tidak
sehat yide bukti B43); —------mmmmmmm oo oo

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi mentelah mempunyai bukti

TENTANG HUKUM
Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksagntaantanggapan atau

pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan akdt lainnya, Majelis Komisi

menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----——-----------m-momemmm -
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1.1.

SALINAN

Tentang Para Terlapor; --------=-=-==m-mmmmmm oo

1.1.1.

1.1.2.

1.1.8.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

Bahwa Terlapor | atau Asosiasi Agen Ticketing adiaingkat
ASATIN adalah perkumpulan dari para pelaku usatita wmen
tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat; ------——------------
Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta bahwa ASATIdk
melakukan suatu suatu kegiatan usaha melainkan ahany
merupakan suatu wadah atau forum komunikasi baga pa

ANQQOLANYA, ~---= === == m oo o e

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlapor I,
Asosiasi Agen Ticketing atau disingkat ASATIN bukan
merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan
ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999; -----------m-mmmmm e
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pensaiks
Lanjutan telah menemukan fakta yang menyatakaraperlll,
PT Alam Multi Nasional merupakan pelaku usaha hdaha

hukum berbentuk perseroan terbatas yang melaku&graten

usaha di bidang pariwisata; -----------==-==-=-——==mmmmmm -
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fglteg
menyatakan Terlapor IV, PT Bidy Tour, merupakanakel
usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatag y
melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalamanmitour

& travel;-----mmmmm oo
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fgltey
menyatakan Terlapor V, PT Citra Mulia Antar Nus&rapakan
pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perserobatasr
yang melakukan kegiatan usaha di bidang biro @evgl

WISALA, =-==mmmmmmmm e oo oo e
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1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.138.

SALINAN

Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fglteg
menyatakan Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa, nakamp
pelaku usaha berbadan hukum berbentuk perserobatdsr
yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisatas------
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fglteg
menyatakan Terlapor VII, PT Jasa Wisata, merupgielaku
usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatag y
melakukan kegiatan usaha di bidang biro perjalaviaata; -----
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fglteg
menyatakan Terlapor VIIIl, PT Lombok Karya Wisata,
merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentakrpan
terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidamsg ja
PariWISata; ------=-===m o m s
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fglteg
menyatakan Terlapor IX, PT Luana Jaya, merupalgakp

usaha berbadan hukum berbentuk perseroan terbatag y

Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fglteg
menyatakan Terlapor XI, PT Sindo Surya Cemerlangi, As
merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentakrpan
terbatas yang melakukan kegiatan usaha di bidang bi
perjalanan wisata; ---------==-====mmm oo e
Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menemukan fgltey
menyatakan Terlapor Xll, CV Global Enterpreneurerapakan
pelaku usaha berbadan usaha yang berbentuk perseroa
komanditer dan salah satu kegiatan usahanya menjel

PESAWAL; ~--===mmmmmmmmmmmmmm e e

Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta yang
menyatakan Terlaporlll, PT A&T Holidays atau PT
Aswinabawa & Team Holidyas, merupakan pelaku usaha

berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas yatugkain
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SALINAN

dengan Akte Pendirian Perusahaan dan diubah bebéuap
dengan perubahan terakhir Akta Nomor 26 Tanggal 10
Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Petra Maitiaw
Ambrosius Imam Setiadji, S.H yang melakukan kegiatsaha
di bidang biro perjalanan wisata; ------------===========msmmmmn--
1.1.14. Bahwa Majelis Komisi telah menemukan fakta yang
menyatakan Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisat&ri&a,
merupakan pelaku usaha berbadan hukum berbentakrpan
terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Rdvaan
Nomor 6 Tanggal 11 Januari 1979 yang dibuat oletafio
Irawati Marzuki Arifin, S.H. yang diubah beberapaildengan
perubahan terakhir Akta Nomor 30 Tanggal 20 Noven2068
yang dibuat oleh Notaris B.R.Ay Mahyastoeti Notaorag S.H.
yang salah satu kegiatan usahanya di bidang Birf@al&ean

1.1.15. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai Terlar
I, PT Alam Multi Nasional, Terlapor Ill, PT A&T
Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PT
Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa
Nusa, Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIIl, PT
Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya,
Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor
Xl, PT Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor XlII, CV
Global Enterpreneur, merupakan pelaku usaha yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 :-

1.2. Tentang Pasar Bersangkutan; ---------==-====mms oo

1.2.1. Bahwa pada transaksi perdagangan tiket pesawah uligrat

dilakukan melalui beberapa berkaitan dengan pilaag yerlibat

dalam transaksi tersebut, yaitu: -------------——=-=--=--msmmrmmn-
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1.3.

SALINAN

1.2.1.1. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai
penerbangan dengan konsumen akhir atau

penumpang pesawat; -

1.2.1.2. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai
penerbangan sebagai produsen, agen tiket pesawat
sebagai produsen antara dan konsumen akhir atau

penumpang pesawat; -
1.2.1.3. Transaksi tiket pesawat yang melibatkan maskapai
penerbangan, agen tiket pesawat, sub agen dan
konsumen akhir atau penumpang pesawat;------------
1.2.2. Bahwa dalam transaksi perdagangan tiket pesawaja et di
tingkah konsumen akhir atau penumpang pesawat tialkizm

oleh maskapai penerbangan selaku produsen,;

1.2.3. Bahwa dengan demikian pasar bersangkutan atdevant
market dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket ata

melalui agen tiket/agen perjalanan wisata di Nusaggara

Barat; ----=-==m=mm e
Tentang Tindakan Para Terlapor;-------==-==-====—=mmmmmm oo
1.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pensaiks

Lanjutan menyatakan terjadinya pelanggaran Passyah (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanyal kart

komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yargkdkan

antara lain dengan cara adanya kesepakatan diaamt@gota

ASATIN dalam hal besaran komisi dari agen kepadeagen; -
1.3.2. Bahwa para Terlapor tidak membantah adanya kestgmaka

kesepakatan di antara anggota ASATIN dalam hal npieas

besaran komisi dari agen kepada sub agen, namug yan
dipermasalahkan adalah adanya kekab(oascuur libel)yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam menljkkesi
pelanggaran hukum Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undangdid
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1.3.8.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

SALINAN

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dasaftegan
Usaha Tidak Sehat sebagai kartel; -------------—=—--=-emcmenuv
Bahwa Majelis Komisi berpendapat sendiri bahwasdawzel
dalam pemahamanndustrial organzation economi@dalah
suatu perjanjian atau kesepakatan antara pelakoa ugalam
industri yang oligopolistik yang oleh para anggétatelnya
dapat disepakati beberapa hal namun tidak terlpatda total
produksi, harga, pangsa pasar alokasi konsumenpgggan
keuntungan, pembagian wilayah dan atau kombinassdmua;
Bahwa dengan pamahaman tersebut pada butir di matzsa
Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa utani
bahwa Penetapan Harga sebagaimana dimaksud Pagai &)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan suatu
kategori perilaku kartel; ------=-==-==-mmmmm s
Bahwa penilaian Majelis Komisi mengenai perilakuté&ladari
para Terlapor semakin yakin setelah membaca danpelajari
dokumen yang berkaitan dengan kesepakatan kesapakat
antara anggota ASATIN dalam hal besaran komisi @gen

kepada sub agen;------------m-m s o
Bahwa para Terlapor juga memberikan tanggapan Yymaua
pokoknya menyatakan pemberian besaran komisi takgat
dikualifikasi sebagai penetapan harga atas barangathu jasa
yang harus dibayar oleh konsumen/pelanggan sebagaim
dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No®or
Tahun 1999, tetapi merupakan hak mutlak Agen yapgraleh
dari perusahaan penerbangan kemudian disisihkaagiseb
untuk diberikan kepada Sub Agen; -------------—— e
Bahwa Majelis Komisi perlu memahami terlebih dahpbsisi
para agen, sub agen dan pemberian komisi dalasaltaintiket
pesawat pada perkara ini;-------=-==-=====mmm e
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1.3.8. Bahwa pihak pemilik tiket pesawat ini sebenarnyaalatu
maskapai penerbangan yang dalam memasarkan jasa
pengangkutan penumpang dilakukan dengan menjkat ti

PESAWAL; ~--==mmmmmmmmmmmmmm e

1.3.9. Bahwa maskapai penerbangan dalam menjual tiketwagsa
melibatkan para agen sedangkan sub agen adalak ysimag
membeli tiket pesawat dari agen tetapi bukan untuk
kepentingannya melainkan untuk kepentingan pihak yaitu
konsumen akhir atau penumpang pesawat; -----——-------

1.3.10. Bahwa atas setiap tiket yang telah diterbitkan @gén namun
dijual ke konsumen akhir/penumpang pesawat oleh agdn,
sub agen harus membayarkan sejumlah uang kepadatilagie
pesawat namun jumlah pembayaran tersebut tidasaebharga
yang tertera pada tiket tetapi lebih kecil pad&iealsumen akhir

atau penumpang pesawat membayarkan dengan harga pen

1.3.11. Bahwa dengan demikian sub agen menikmati keuntudgan
selisih harga jual tiket pesawat kepada konsumen

akhir/penumpang pesawat dan harga beli tiket pdsaad

AN, —m s

1.3.12. Bahwa selisih harga jual dan harga beli tiket pesayang
dinikmati oleh sub agen secara umum lebih dikemdlagai
diskon namun pada praktek dalam perkara ini disebbagai
komisi (fe6); ----------mmm

1.3.13. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai posagien
adalah sebagai pedagang antara dan sub agen Begaisgali
pembeli antara karena agen bukanlah produsen detarsgb

agen bukanlah konsumen akhir; ----------=---- - —— oo -

1.3.14. Bahwa berkaitan dengan harga pembayaran yang itelgéam
tarnsaksi tersebut perlu dipahami terlebih dahutungertian

mengenai harga sebagaimana didefinisikan dalam Kdesar
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1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.
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Bahasa Indonesia yaitu sejumlah uang yang haruwsyalikan
untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan eckar

tertentu; -------==mmmmmm e e

Bahwa Majelis Komisi berpendapat istilah harga baru
diinterpretasikan secara luas, sehingga tidak hangdiputi
biaya pokok untuk barang dan atau jasa, tetapi joigga
tambahan lainnya seperti diskon dan penundaan peardrg ---
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai komysing
dimaksud dalam perkara ini dapat dipersamakan dehgega
dimaksud oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan
Pemeriksaan Lanjutan ; -----------=-==-=-mmmms e
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapatgaen
Tim Pemeriksa Lanjutan dan menilai Tim Pemerika jlgam
telah tepat dan benar dalam menerapkan Pasal 5 @Ayat
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----------——--------

Tentang Dampak; -------=-=-=-m-mmm oo

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Bahwa Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata dan &gor X

PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi dalam pokok ¢gpan atau
pembelaannya tidak membantah adanya kesepakatanmnnam
membantah adanya dampak dari kesepakatan komigy yan
berupa praktek monopoli dan persaingan usaha sielladt; ------
Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam hukum pegsai
terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu pendekpagaurse illegaldan

rule of reason dimana dalam pendekatan per se illegal tidak
dipersyaratkan lagi adanya dampak dari tindakasekan para
pelaku usaha yang diduga melakukan tindakan tetrsebu
sedangkan sebaliknya berbeda dengan pendekdéaof reason
dimana perlu dibuktikan dampak dari suatu tindakeamg

dinilai anti persaingan; ------=-==========mnmms e
Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tatfg9

merupakan pasal yang memiliki pendekataer se illegal,
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sehingga tidak diharuskan adanya analisis dampaksdatu
tindakan yang dinilai anti persaingan; -------——---------------
1.4.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi mengabaikan
tanggapan atau pembelaan dari para Terlapor yangatiéan
perlunya analisa dampak dalam perkara ini; --——----------
Bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tal@®© secara
lengkapnya berbunyi sebagai berikut: ---------——=---=- oo
(1) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian denganalkel usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu baglangatau jasa yang
harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan padarpasrsangkutan

YANQ SAM@ === === e mmm e e e e e e e e e e e e
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayaidak toerlaku bagi: --------

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu uspangan; atau -------

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undgaigg berlaku; -------
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atauktiggjadinya pelanggaran
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199&ka Majelis Komisi

3.1.  Unsur pelaku usaha dan pesaingnya;-----------===========mmmmmmmmmnmeev

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal laaBgk
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalairang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentu@aba
hukum atau bukan badan hukum vyang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayalkum
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun &®s-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiausaha
dalam bidang eKonomk-----=-==-==mmm s m e

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkaradiaiah
Terlapor II, PT Alam Multi Nasional, Terlapor IRT A&T
Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor V, PCitra
Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady Angkasa Nusa
Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VI, PTrhbok Karya
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3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.
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Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, Bifo
Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor Xl, PT Sindaryd
Cemerlang Asri, dan Terlapor Xll, CV Global Entenpeur
sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukurir Bu
1.1.di atas; ------mm-mmmm e
Bahwa Terlapor Il, PT Alam Multi Nasional, Terlapbl, PT
A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor,WT
Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady AngkaNusa,
Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PTrhbok Karya
Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, Bifo
Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor Xl, PT Sindaryd
Cemerlang Asri, dan Terlapor Xll, CV Global Entenpeur
merupakan biro perjalanan yang salah satu usahaueygual
tiket pesawat; ---------==== ==

Bahwa Terlapor Il, PT Alam Multi Nasional, Terlapbt, PT
A&T Holidays, Terlapor IV, PT Bidy Tour, Terlapor,WT
Citra Mulia Antar Nusa, Terlapor VI, PT Gady AngkaNusa,
Terlapor VII, PT Jasa Wisata, Terlapor VIII, PTrhbok Karya
Wisata, Terlapor IX, PT Luana Jaya, Terlapor X, Bifo
Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor Xl, PT Sindaryd
Cemerlang Asri, dan Terlapor Xll, CV Global Entenpeur
merupakan biro perjalanan yang bersaing satu delzgamya
dalam menjalankan usaha menjual tiket pesawat thyah
Mataram dan sekitarnya; ------------=-=-==-=---——cmmmeme -
Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha danngesa
terpenuni; -------mm e
Bahwa Terlapor | Asosiasi Agen Ticketing atau diket
ASATIN adalah perkumpulan dari para pelaku usalita eaen
tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat sehingga ateng
demikian unsur pelaku usaha untuk Terlapmtdk terpenuhi;
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3.2.  Unsur perjanjian menetapkan harga atas suatu bakmgtau jasa yang
harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan; -------------=--=--=------
3.2.1. Bahwa sesuai dengan tanggapan Majelis Komisi padgai
Tentang Hukum Butir 1.3. di atas Terlapor I, PTaml Multi
Nasional, Terlapor Ill, PT A&T Holidays, Terlapdv, PT
Bidy Tour, Terlapor V, PT Citra Mulia Antar NusagfTapor VI,
PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VI, PT Jasa Wisadapor
VIIl, PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX, PT Luadaya,
Terlapor X, PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi,|&por XI, PT
Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor Xll, CVolkal
Enterpreneur telah membuat kesepakatan dalam Isardre
komisi dari agen kepada sub agen;-----------———---------—-—-
3.2.2. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian menetapaegahatas
suatu barang dan atau jasa yang harus dibayarkoletumen
atau pelanggan teldarpenuhi; ----------=-=-mmmmmm oo
3.3. Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 5 @yaUndang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 telmpenuhi; ------------=--=-mmemmemeeeem-
Menimbang sebelum Majelis Komisi memutuskan, balsatah satu Anggota
Majelis Komisi yaitu Dr. Sukarmi, S.H., M.H. tidaséepakat dengan pendapat
maupun penilaian Majelis Komisi lainnya pada bagiantang Hukum Butir 1.3.
di atas dengan alasan sebagai berikut; -----———--=-==-=m-mm s
4.1. Bahwa berdasarkan fakta hasil pemeriksaaan lanjyéang dilakukan
oleh Tim Pemeriksa bahwa yang terjadi dalam perkaradalah bukan
merupakan kesepakan harga tetapi adalah kesepladauis’. Sementara
dugaan pelanggaran yang dimaksud dalam perkara NdO&KPPU-
L/2009 adalah dugaan pelanggaran terhadap Pasgab (&) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu tentang “Kesepakétarga”
sementara yang terjadi faktanya adalah “Kesepaka¢saran Komisi”
yang dilakukan antara “Agen dengan sub agen”;———----------=--=----
4.2. Bahwa saya tidak sependapat dengan bagian KesimpLégoran

Pemeriksaan Lanjutan dari Tim Pemeriksa Lanjutadaphalaman 14
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4.3.

4.4.

4.5.
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Putusan ini bahwa telah terdapat bukti kuat temjpalipelanggaran Pasal
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dersgtamya kartel
komisi tiket pesawat di NTB yang dilakukan antas&n ldengan cara

adanya kesepakatan diantara anggota ASATIN daldrnesaran komisi

dari agen kepada sub agen; ---------==-=mm s o
Bahwa konstruksi hukumnya jelas bahwa hubungan mukang terjadi
antara agen dengan sub agen adalah perjanjianriaagelaupun tidak
terdapat perjanjian secara tertulis dan yang tergdblah adanya
kesepakan berup@éntlementgreemeritnamun dalam prakteknya para
sub agen menjalankan fungsinya sebagai “perantaa&&lar untuk
menjualkan tiket dengan mendapatkan imbalan bekagpaisi sebesar
2-3 % yang diambilkan dabasic fare, hal tersebut sama sekaidak
mempengaruhi harga jual tiket ke konsumen; --——----=--=--=--=mm---
Bahwa yang dimaksud “komisi” adalah pembayaran #apagen atas
pemberian jasa atas nama penjual atau pembeli. ¥obiasanya
didasarkan pada nilai dari produk yang dijual ad#eli. Contoh dari
komisi termasuk komisi penjualan perseorangan, &oagen perumahan
dan komisi asuransi (lihat Kamus Lengkap Ekonomdisi kedua,
Christopher Pass dan Bryan Lowes, Penerbit Erlgngga----------------
Bahwa berdasarkan ketentuan KUH Perdata (Kitab higpdiindang
Hukum Perdata) Pasal 1792 : “Pemberian kuasaladal@u perjanjian
dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepadagéain, yang
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakatu swusan”.
Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secamm-diam dan
disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si &ud®emberian kuasa
dalam perkara ini adalah memberikan kuasa untukjuakkan tiket
dengan komisi yang diperjanjikan. Hal ini dipertitdan sebagaimana
diatur dalam Pasal 1794 KUH Perdata yang dalamgkéateya komisi
disamakan dengan upah sebagai imbalan terhadap jataya
menjualkan tiket; -------====m s e
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

SALINAN

Dengan demikian maka saya tidak sependapat apgabiiési disamakan
dengan harga atau dengan kata lain bahwa hargahaahaliputi komisi.

Harga terbentuk terlebih dahulu baru diambil konsisbagai upah dari

Bahwa harga sebagaimana diuraikan pada halamaii B&gtan Tentang
Hukum pada putusan ini, yaitu sejumlah uang yangishaibayarkan
untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan jpadar tertentu
sedangkan pengertidrarga dalam kamus hukum ekonomi adalah nilai
sesuatu yang diutarakan dalam bentuk sejumlah uatd memperoleh

SUALU DAraN(; -=-==========mmmmmm e e

Bahwa pasar yang menurut Pasal 1 angka 9 UndangrAgnNomor 5
Tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pieddre penjual
baik secara langsung maupun tidak langsung daplakokan transaksi
barang dan/atau jasa. Bahwa perkara ini tidakdetjansaksi jual beli
baik secara langsung maupun tidak langsung, yam@dieadalah

kesepakan besaran komisi yang biasa terjadi daktiuad perjanjian

Bahwa memperhatikan definisi harga sebagaimanakergada bagian
Tentang Hukum Butir 1.3.14 maka jelas berbeda pgiageharga dengan
komisi pada bagian Tentang Hukum Butir 1.3.12. Bahdalam
perjanjian komisi yang diperoleh bukan suatu batatapi adalah berupa
komisifeeberupa persentase; ----------=-==-==-mmm oo
Bahwa dengan demikian jika ditarik unsur dari P&salat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka unsur mengenai &kagm harga
tidak terpenuhi. Unsur pokok yang ada dalam Pasald&dalah mengenai
kesepakan harga sementara berdasarkan fakta davukiakesepakatan
harga tidak ada, yang ada adalah kesepakan bdgarasi sebagaimana

dimaksud dalam pokok perkara ini; -------=-===========-seemmmeeeeoeeo o

Bahwa penafsiran terhadap posisi agen sebpigalusen antara dan
posisi sub agen sebadansumen antaradalam perkara ini terlalu jauh
karena dalam konteks Pasal 5 ayat (1) membakukgethipihak yang
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melakukan perjanjian harus saling bersaing dimaaaya pesaing usaha
aktual: dengan menentukan bahwa pihak yang melakydajanjian
menetapkan barang dan/atau jasa di pasar bersangkaittual yang
sama. Dua pelaku usaha yang memasok barang dafdatauersebut
merupakan pesaing usaha aktual. Pada peikagao lebih tepat bila
dikonstruksikan sebagai perjanjian keagenan, sghin@pa yang
diperoleh oleh sub agen sebagai imbalan adalalpéenpah/fee/komisi; -
4.12. Dengan demikian saya menyimpulkan bahwa pelanggarhadap Pasal
5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidatbukti karena
unsur penetapan harga tidak terbukti dan tidakpeetapan harga yang
terjadi adalah kesepakatan komisi yang dalam habukan termasuk
harga dan sama sekali tidak mempengaruhi hargékeake konsumen;
4.13. Meskipun demikian, saya merekomendasinya ASATIN bueaikan
kesepakatan komisi, dan besaran komisi ditentukaais antara agen
dengan sub agen dan harus diwadahi dengan penj&ejggenan; ---------
Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimtakialam Pasal 35
huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelisomiksi
merekomendasikan kepada ASATIN, untuk membatalkesepakatan besaran
komisi ataufee serta tidak membuat atau mewadahi kesepakatapdcsan
yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5nTE®Re; ------------------
Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpdiaatas, dan dengan
mengingat Pasal 43 Ayat (3) dan Pasal 47 Undangshmélomor 5 Tahun 1999,

Majelis KOMISI: ==-=nmnmmmmmm e e e

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor | Asosiasi Agen Ticketing (ASATN) tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat)(Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopaldan Persaingan
Usaha Tidak Sehat; ------------=-=-m e
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Menyatakan Terlapor Il PT Alam Multi Nasional, Terlapor lll PT A&T
Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapor V PT Citra Mulia Antar
Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlapor VI PT Jasa Wisata,
Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Terlapor IX P T Luana Jaya,
Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, Terlapor XI PT Sindo Surya
Cemerlang Asri, dan Terlapor XII CV Global Enterpre neur terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 Ayat (1) UndgrUndang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha
Tidak Sehat; -------=-m-m oo
Memerintahkan kepada Terlapor Il PT Alam Multi Nasi onal, Terlapor Il
PT A&T Holidays, Terlapor IV PT Bidy Tour, Terlapo r V PT Citra Mulia
Antar Nusa, Terlapor VI PT Gady Angkasa Nusa, Terlgor VII PT Jasa

Wisata, Terlapor VIII PT Lombok Karya Wisata, Ter lapor IX PT Luana
Jaya, Terlapor X PT Biro Perjalanan Wisata Satriav, Terlapor Xl PT
Sindo Surya Cemerlang Asri, dan Terlapor Xl CV Global Enterpreneur

untuk membatalkan kesepakatan besaran komisi dari @en kepada sub agen.

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyatvaajelis Komisi pada hari

Selasa tanggal 17 November 2009 dan dibacakan kk mpersidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Maf@misi yang terdiri dari, Prof.

Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai &&tajelis Komisi, Prof. Dr. Ir. H.

Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Dr. Sukarmi, $/4kH., masing-masing sebagai

Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dinni Melani®,H. dan Dewi Meryati, S.Kom.

masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.
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Anggota Majelis, Anggota Majelis,
Ttd. Ttd.
Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.
Panitera,
Ttd. Ttd.
Dinni Melanie, S.H. Dewi Meryati, S.Kom

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal,

Mokhamad Syuhadhak
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